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Abstract 

This study aims to obtain information about whether regional revenue in PAD, DAU, and DAK 

influences the allocation of capital expenditures. The research method used in this research is 

quantitative research methods. The data used is secondary data in the form of the Budget Realization 

Report (LRA) of the Banyuwangi Regency Government for 2011-2018. The data obtained were then 

analyzed using multiple linear regression analysis. The results showed that the determination of 

capital expenditure did not come from Local Own Revenue (PAD) & DAK. However, DAU influences 

the amount of capital expenditure. This research is expected to be used as a basis for the Banyuwangi 

Regency Government to increase its regional revenue sources so that it can be used to finance capital 

expenditures. 
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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh infomasi mengenai apakah Pendapatan Daerah yang 

berupa PAD, DAU, serta DAK memiliki pengaruh pada alokasi belanja modal. Metode penelitian 

yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah 

data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

periode 2011-2018. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi 

linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan besarnya belanja modal tidak 

dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) & DAK. Namun, DAU memiliki pengaruh pada 

penentuan besarnya belanja modal. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi untuk lebih meningkatkan sumber penerimaan daerahnya agar dapat 

digunakan untuk membiayai belanja modal. 
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PENDAHULUAN 

Tahun 1999, Sistem Pemerintah Republik 

Indonesia mengalami peralihan dari jaman 

orde baru ke era reformasi. Di era 

reformasi, Pemerintah Indonesia 

mengeluarkan kebijakan desentralisasi. 

Berbagai kalangan meyakini bahwa 

dengan adanya desentralisasi maka hal ini 

merupakan suatu langkah pengelolaan 

negara dengan memberikan kesempatan 

bagi pemerintah daerah untuk mengurus 

aktivitas daerahnya berdasarkan asas 

otonomi daerah (Canavire-Bacarreza et al., 

2020).  

Pemberian wewenang kepada pemerintah 

daerah pada dasarnya merupakan suatu 

langkah dalam memberdayakan daerah 

untuk mengelola pembangunan yang ada 

didaerahnya (Pan et al., 2020; Zhang et al., 

2019). Otonomi daerah merupakan bentuk 

dari penerapan teori keagenan. Hubungan 

baik diantara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah sangat diperlukan untuk 

memberikan pelayanan yang maksimal 

bagi publik. Kemandirian serta inovasi 

yang dimiliki oleh setiap daerah sangat 

diperlukan sehingga dapat mengurangi 

ketergantungan dari pemerintah pusat 

(Qiao et al., 2019). Tidak hanya 

memberikan kebebasan dalam pengelolaan 

pembangunan yang ada didaerahnya 

namun juga termasuk dalam kemandirian 

keuangan daerah dengan memanfaatkan 

potensi yang dimilki untuk kepentingan 

pelayanan kepada publik (Mabillard & 

Pasquier, 2015). Oleh karena itu, 

penggunaan  anggaran harus lebih 

diperuntukkan bagi kepentingan 

masyarakat (Ke et al., 2020) atau publik 

salah satunya adalah belanja modal (Kasdy 

et al., 2019). Tingkat kemandirian 

keuangan yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah  dapat dilihat dari kemampuan 

pemerintah daerah di dalam mendanai 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

pelayanan kepada masyarakat seperti 

pembangunan infrasturktur, pemberian 

layanan kesehatan (Behera & Dash, 2019; 

Olanubi & Osode, 2017) dan kepentingan 

lainnya  kepada pihak-pihak yang telah 

memenuhi kewajibannya (Putra & 

Hidayat, 2016). Pendapatan Asli Daerah 

merupakan indikator keuangan daerah 

(Wang et al., 2019) oleh karena itu 

beberapa potensi yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah harus lebih 

ditingkatkan. 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sejak 

tahun 2014 sampai tahun 2018 realisasi 

penerimaan PAD mengalami peningkatan.  

Realisasi PAD tahun 2014 sebesar 

Rp283.488.703.181.03, tahun 2015 

sebesar Rp346.992.331.406.82, tahun 

2016 sebesar Rp367.929.703.427.10, 

tahun 2017 sebesar 

Rp388.943.532.860.79, tahun 2018 

sebesar Rp446.065.753.574.5. Sedangkan 

untuk realisasi belanja modal Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2014 

sampai tahun 2017 mengalami 

peningkatan tetapi realisasi belanja modal 

tahun 2017 sampai tahun 2018 megalami 

penurunan. Tahun 2014 realisasi belanja 

modal di Kabupaten Banyuwangi 

mencapai Rp558.546.677.147,73, tahun 

2015 sebesar Rp699.415.745.318.72, 

tahun 2016 sebesar 

Rp895.576.015.060.43, tahun 2017 

sebesar Rp657.077.214.259.81, tahun 

2018 sebesar Rp462.844.947.282.3.  

Mayoritas pemerintah daerah yang ada di 

Indonesia masih bergantung kepada 

pemerintah pusat untuk mendukung 

pendanaan pembangunan di daerahnya 

masing-masing (Putra & Hidayat, 2016). 

Dengan latar belakang tersebut maka 

memotivasi peneliti untuk melihat 

bagaimana pemerintah daerah khususnya 

Kabupaten Banyuwangi dalam 

memberikan pelayanan kepada publik. 

Seperti yang kita ketahui luas daratan 

Kabupaten Banyuwangi mencapai 5.782,5 

km dan menjadikan kabupaten ini menjadi 

kabupaten terluas di Jawa Timur dengan 

jumlah desa sebanyak 217 desa yang 

terbagi di 25 kecamatan. Luasnya wilayah 

dan banyaknya desa di Kabupaten 

Banyuwangi maka potensi untuk 
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mendapatkan Pendapatan Asli Daerah 

dapat dikatakan cukup besar apalagi sektor 

pariwisata menjadi sumber pendapatan 

utama bagi Kabupaten Banyuwangi (Zen 

& Wulandari, 2016). Dengan potensi, luas 

daratan, dan kondisi geografis dari 

Kabupaten Banyuwangi maka pemerintah 

daerah perlu untuk memikirkan 

peningkatan pelayanan kepada publik 

dengan peningkatan pengalokasian belanja 

modal (Kasdy et al., 2019). Pelayanan 

kepada publik atau masyarakat sangat 

bergantung dari alokasi belanja modal atau 

aset tetap yang dialokasikan pemerintah 

daerah untuk melayani masyarakat 

(Baihaqi & Khotimah, 2009). Berdasarkan 

data yang diperoleh dari https://bpkad. 

banyuwangikab.go.id., rasio penentuan 

besaran belanja modal dengan total belanja 

daerah di Kabupaten Banyuwangi 

mengalami fluktuatif sejak tahun 2011 

hingga tahun 2018. Tahun 2011, rasio 

yang tercatat sebesar 19,8%, tahun 2012, 

rasio yang tercatat sebesar 21,1%, tahun 

2013 rasio yang tercatat sebesar 22,6, 

tahun 2014 rasio yang tercatat sebesar 25,4 

%, tahun 2015 rasio yang tercatat sebesar 

27,7%, tahun 2016 rasio yang tercatat 

sebesar 29,2 %, tahun 2017 rasio yang 

tercatat sebesar 30,9%, dan pada tahun 

2018 rasio yang tercatat sebesar 17,9 %. 

Dari rasio yang tercatat, rasio belanja 

modal paling kecil terjadi di tahun 2018 

yaitu sebesar 17,9 %. Rasio tersebut turun 

sebesar 13% dari tahun 2017. Penurunan 

perbandingan antara belanja modal dengan 

belanja daerah menggambarkan bahwa 

anggaran yang dialokasikan untuk belanja 

modal jumlahnya masih sangat terbatas 

dari total belanja daerah padahal indikator 

dari peningkatan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat berasal dari jumlah 

alokasi belanja modal. Penelitian yang 

dilakukan oleh Fatimah et al., (2020) 

menyimpulkan bahwa belanja daerah 

dipengaruhi secara signifikan oleh 

pendapatan yang dihasilkan oleh daerah itu 

sendiri (PAD). Penelitian Juniawan & 

Suryantini, (2018) menyimpulkan dalam 

penelitian mereka bahwa pendapatan yang 

dihasilkan oleh daerah (PAD) 

mempengaruhi besarnya alokasi belanja 

modal. Hasil yang sama juga disimpulkan 

dalam penelitian Purbarini & Masdjojo, 

(2015). Nurlis, (2016) dan Purbarini & 

Masdjojo, (2015) setelah mereka 

melakukan penelitian, mereka 

menyebutkan bahwa pendapatan yang 

dihasilkan oleh daerah (PAD) mempunyai 

pengaruh yang negatif pada belanja daerah 

khususnya adalah belanja modal. Rusmita, 

(2016) dalam penelitiannya mengatakan 

bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh 

daerah (PAD) tidak berpengaruh kepada 

belanja daerah. Hasil penelitian Panetir 

Bungkes, Nardisyah, (2016) memberikan 

kesimpulan yang sama dengan hasil 

penelitian Rusmita, 2016 dimana dalam 

penelitiannya mengatakan besarnya 

belanja modal tidak dipengaruhi oleh 

pendapatan asli yang ada di setiap daerah. 

Nurlis, (2016) dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa DAU tidak 

mempunyai pengaruh apapun terhadap 

penentuan besarnya belanja modal. Tetapi 

hasil penelitian Hairiyah et al., (2017) 

menjelaskan bahwa besarnya belanja 

modal dipengaruhi secara positif  oleh 

besarnya DAU. Kemudian untuk DAK, 

Nurlis, (2016) dalam penelitiannya 

menunjukkan  besarnya belanja modal 

dipengaruhi oleh DAK, Juniawan & 

Suryantini, (2018) menyimpulkan bahwa 

besarnya belanja modal dipengaruhi secara 

positif oleh  DAK. Sugiyanta, (2016) dan 

Juniawan & Suryantini, (2018) dalam 

penelitiannya juga menunjukkan hasil 

yang sama mengenai keterkaitan DAK 

dengan besarnya belanja modal.Yusuf, 

(2016) dalam penelitiannya menyimpulkan 

belanja modal tidak dipengaruhi secara 

signififkan oleh DAK. Adanya hasil 

penelitian yang bervariasi membuat 

peneliti termotivasi untuk mengetahui 

apakah PAD, DAU, &DAK berpengaruh 

pada besarnya penentuan belanja modal 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi? 
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KAJIAN PUSTAKA 

Teori Keagenan 

Jensen & Meckling, (1976a) dalam 

teorinya yang dikenal sebagai teori 

keagenan membahas tentang adanya 

perbedaan kepentingan antara prisipal dan 

agen. Prinsipal dan agen merupakan 

hubungan keagenan dan didalam 

hubungan tersebut, agen bertindak  untuk 

kepentingan prinsipal setelah itu agen akan 

mendapatkan imbalan tertentu dari apa 

yang sudah dilakukannya (Jensen & 

Meckling, 1976; F. Yusuf et al., 2018). 

Hubungan keagenan akan terjadi ketika 

agen diberikan wewenang  untuk 

mengambil keputusan oleh prinsipal jika 

memang berada dalam kondisi yang 

diperlukan (Jensen & Meckling, 1976b). 

Permasalahan yang terjadi dalam 

hubungan keagenan ini terkadang 

menghasilkan informasi yang asimetris 

serta menciptakan adanya konflik 

kepentingan (Nurlis, 2016). Untuk 

menunjang penyediaan pelayanan kepada 

masyarakat serta membantu pemerintah 

daerah dalam hal pemenuhan pembiayaan 

operasionalnya maka pemerintah daerah 

dibantu pemerintah pusat. Kerjasama 

diantara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah adalah salah satu contoh dari 

implementasi hubungan keagenan. 

Masyarakat bertindak sebagai prinsipal 

memiliki beberapa potensi untuk 

dimanfaatkan dalam upaya peningkatan 

pendapatan milik daerahnya. Potensi itu 

diantaranya adalah dapat berupa ikut 

berpartisipasi dalam pembayaran pajak, 

pembayaran retribusi, dan sebagainya. 

(Nurlis, 2016). 

Belanja Modal 

Bentuk pembiyaan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemerintah daerah  

untuk membiayai aktivitas operasional 

sehari-hari (Jalles, 2020) seperti 

pembiayaan pengadaan aset tetap 

berwujud yang umur manfaatnya panjang 

atau lebih dari satu periode, pengadaan 

fasilitas umum serta pembangunan 

infrastruktur daerah merupakan definisi 

dari komponen belanja modal. Efek 

pengeluaran ini memiliki dampak yang 

cukup besar (Ilzetzki, 2011; Ilzetzki et al., 

2011). Keuntungan dari adanya belanja 

modal akan menambah aset yang dimiliki 

oleh suatu daerah serta akan meningkatkan 

aktivitas belanja daerah yang bersifat rutin 

yang dapat dipergunakan untuk beberapa 

aktivitas belanja yang bersifat sebatas 

administrasi umum. Untuk menentukan 

alokasi penggunaan belanja modal maka 

sangat diperlukan adanya perencanaan 

yang baik dalam penentuannya (Dabla-

Norris et al., 2011). Dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat yang ada 

didaerahnya maka sangatlah penting bagi 

pemerintah daerah untuk memiliki aset 

tetap.  

Penambahan aset tetap dalam APBD 

direalisasikan dalam bentuk belanja modal 

(Eika et al., 2020; Prabawati & Wany, 

2018). Semakin meningkat belanja modal 

yang dianggarkan maka akan menambah 

besarnya penentuan belanja modal untuk 

kepentingan masyarakat atau publik dalam 

bentuk infrastruktur ataupun sarana 

lainnya (Olurankinse Felix, 2012). 

Penggunaan belanja modal untuk 

kepentingan pembangunan infrastruktur 

daerah menjadi suatu kebutuhan yang 

sangat penting hal ini dikarenakan setiap 

daerah memiliki kondisi geografis yang 

produktif serta mobilitas penduduk yang 

tinggi maka kebutuhan infrastruktur 

merupakan kebutuhan yang tidak dapat 

terhindarkan lagi. Contoh belanja modal 

adalah belanja untuk pembelian kendaraan 

dinas, proyek elektrifikasi, pengeluaran 

untuk pendidikan, pengeluaran untuk 

kesehatan (Liang & Tussing, 2019), dan 

pengeluaran lainnya (Mohammed et al., 

2015). Optimalisasi alokasi belanja daerah 

ke belanja modal menjadi hal yang sangat 

diperlukan karena dampak dari belanja 

modal ini akan berdampak pada pelayanan 

publik. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pemasukan yang diperoleh dari otoritas 

publik untuk pemerintah daerah dan 

berlandaskan pada peraturan serta 

merupakan kontribusi dari badan atau 
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perorangan untuk membiayai pengeluaran 

merupakan definisi dari pendapatan. 

Pendapatan ini digunakan oleh pemerintah 

untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang 

dapat menunjang pelayanan kepada 

masyarakat. Pedapatan ini dapat berasal 

dari lembaga pemerintah, kegiatan 

penggalangan dana, iuran anggotan 

ataupun investasi keuangan (Kwaji & 

Dabari, 2017). Berubahnya jumlah 

pendapatan akan mempengaruhi pola 

konsumsi  (Auzina & Počs, 2010; Baker & 

Yannelis, 2017). Peningkatan pendapatan 

yang dihasilkan sendiri akan berdampak 

positif terutama untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap pendanaan-

pendanaan yang berasal dari eksternal. 

Pemerintah daerah menganggap semua 

penerimaan kas yang didapatkan dalam 

satu periode anggaran sebagai kekayaan 

bersih yang bertambah dan pemerintah 

tidak mempunyai kewajiban untuk  

membayarnya kembali merupakan definisi 

dari Pendapatan yang dihasilkan oleh 

daerah (PAD) (Idris, 2016).Berdasarkan 

teori keagenan masyarakat sebagai 

prinsipal mempunyai beberapa potensi 

dapat digunakan untuk menambah jumlah 

pendapatan (PAD). Pajak yang dikelola 

daerah, pungutan daerah, hasil pemisahan 

pemanfaatan kekayaan daerah, serta 

pendapatan sah lainnya yang dihasilkan 

oleh daerah merupakan contoh dari 

pemasukan yang diterima pemerintah 

daerah (Rusmita, 2016).  

Kontribusi pendapatan yang dimiliki oleh 

daerah  terhadap APBD menandakan 

bahwa ketergantungan pemerintah daerah 

terhadap bantuan yang dianggarkan oleh 

pemerintah pusat  semakin sedikit sebagai 

pengaruh dari implementasi otonomi 

daerah (Rinaldi, 2013). Berbagai rencana 

pengeluaran daerah untuk kepentingan 

perolehan barang atau jasa dapat 

menggunakan pendapatan yang dihasilkan 

oleh pemerintah daerah itu sendiri. 

(Mohammed et al., 2015). Hubungan 

penerimaan dan pengeluaran pemerintah  

memiliki peran yang penting bagi pembuat 

kebijakan (Irandoust, 2019). Peningkatan 

belanja daerah untuk kepentingan 

masyarakat (Daniel & Gao, 2015) 

merupakan dampak dari meningkatnya 

pendapatan asli daerah itu sendiri (Adriani 

& Yasa, 2015). Fatimah et al., (2020) 

dalam penelitiannya juga menyebutkan 

belanja daerah dipengaruhi secara 

signifiikan oleh pendapatan asli daerah. 

Juniawan & Suryantini, (2018) dalam 

penelitiannya menyimpulkan besarnya 

belanja modal dapat dipengaruhi 

Pendapatan Asli milik Daerah. Purbarini & 

Masdjojo, (2015) juga menghasilkan 

kesimpulan penelitian yang sama. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka, 

rumusan hipotesisnya yaitu: 

H1: PAD mempunyai pengaruh atas 

Belanja Modal 

Dana Alokasi Umum (DAU) 

Pemberian anggaran kepada pemerintah 

daerah oleh pemerintah pusat melalui 

mekanisme alokasi APBN bertujuan untuk 

mengurangi ketidaksamaan kemampuan di 

setiap daerah untuk melaksanakan 

kebijakan desentralisasi. Berdasarkan 

Teori Keagenan, pemerintah pusat dalam 

hal ini bertindak sebagai prinsipal 

memberikan alokasi dana berupa DAU 

kepada Pemerintah Kabupaten atau 

Pemerintah Kota. Perbedaan kapasitas dan 

kebutuhan fiskal pemerintah 

kabupaten/kota dapat diatasi dengan 

memberikan DAU (Prabawati & Wany, 

2018). Besarnya penentuan DAU kepada 

suatu daerah tidak terlepas dari adanya 

determinan politik (Batzilis, 2020).  

Pemerintah daerah dapat memakai dana 

transfer yang berupa DAU untuk 

memberikan fasilitas dan pelayanan 

kepada masyarakat. Semakin meningkat 

jumlah DAU oleh pemerintah pusat untuk 

diberikan ke pemerintahan yang ada di 

setiap  daerah akan berdampak kepada 

meningkatnya pemberian pelayanan atau 

pengadaan fasilitas umum melalui alokasi 

belanja modal (Juniawan & Suryantini, 

2018). Hairiyah et al., (2017) juga 

menyimpulkan bahwa besarnya belanja 
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modal dipengaruhi oleh DAU. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka, 

rumusan hipotesisnya yaitu: 

H2: DAU memiliki pengaruh pada 

penentuan besarnya jumlah belanja modal 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Pendanaan pemerintah pusat dan berasal 

dari APBN lalu kemudian disalurkan 

untuk masing-masing Pemerintah 

Kabupaten/Kota serta bertujuan untuk 

mendanai keperluan khusus daerah 

tertentu dan merupakan kebutuhan yang 

sudah menjadi prioritas nasional 

merupakan definisi dari Dana Alokasi 

Khusus (Juniawan & Suryantini, 2018). 

Pemberian transfer untuk pemerintah 

daerah dari pemerintah pusat merupakan 

bentuk jaminan atas tercapainya standar 

pelayanan minimum yang ada dalam suatu 

negara. (Juniawan & Suryantini, 2018).  

Pemakaian DAK untuk membiayai 

beberapa aktivitas daerah memiliki sifat 

khusus & memiliki kesesuaian dengan 

kepentingan nasional (Asnawi & Ulan, 

2018). Berdasarkan Teori Keagenan, 

pemerintah pusat sebagai prinsipal 

mengalokasikan anggaran DAK melalui 

APBN, selanjutnya DAK  diberikan 

kepada pemerintah yang ada di setiap 

daerah selaku agen yang dimaksudkan 

untuk meningkatkan fasilitas publik 

melalui penggunaan belanja modal 

(Juniawan & Suryantini, 2018). 

Keterkaitan antara DAK dan belanja 

modal didukung oleh penelitian yang 

dilakkan oleh Nurlis, (2016) 

menyimpulkan bahwa DAK memiiki 

pengaruh terhadap belanja modal. 

Juniawan & Suryantini, (2018) 

menyimpulkan bahwa DAK mempunyai 

pengaruh positif atas belanja modal. 

Penelitian Sugiyanta, (2016) serta 

Juniawan & Suryantini, (2018) juga 

menunjukkan hasil yang sama. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka, dapat 

diambil hipotesis penelitian ini yaitu: 

H3: DAK memiliki pengaruh terhadap 

belanja modal. 

Belanja Modal. 

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu 

langkah penting pada berapapun tingkat 

pendapatan (Shen et al., 2018).  Beberapa 

sumber pembiayaan yang dapat digunakan 

oleh pemerintah daerah dapat berasal dari 

beberapa penerimaan daerah PAD, DAU 

dan DAK. Meningkatknya penerimaan 

suatu daerah akan membuat jumlah 

pemberian anggaran belanja untuk modal 

mengalami peningkatan dan dapat 

digunakan untuk kepentingan 

pembangunan di daerahnya (Asnawi & 

Ulan, 2018; Konstantinou & Partheniou, 

2019). Pemerintah daerah juga harus 

memiliki kemampuan dan kompetensi 

untuk mengelola berbagai sumber dana 

yang diperoleh untuk dialokasikan kepada 

kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada 

kepentingan masyarakat terutama beberapa 

sektor pelayanan publik. Pembangunan 

jalan, saluran irigasi, pendidikan dan 

infrastruktur lainnya adalah salah satu 

contoh dari penggunaan anggaran untuk 

belanja modal (Buchheim & Fretz, 2020; 

Dissou et al., 2016). Pengeluaran 

pemerintah untuk barang dan jasa yang 

memiliki fungsi untuk meningkatkan 

produktivitas akan berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi (Makin & 

Ratnasiri, 2015). Namun disisilain para 

peneliti meyakini bahwa pengeluaran 

konsumsi tidak mendukung pertumbuhan 

ekonomi (Wu et al., 2017). Pengeluaran 

yang dilakukan pemerintah dalam bentuk 

belanja modal akan lebih menguntungkan 

dalam jangka waktu yang panjang 

dibandingkan dengan beberapa 

pengeluaran pemerintah lainnya (Attari & 

Javed, 2013). Berdasarkan penjelasan 

diatas maka desain penelitiannya sebagai 

berikut
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Gambar 1. Kerangka Konseptual 

 

METODE PENELITIAN 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk 

jangka waktu 2011-2018 merupakan 

populasi dari penelitian ini. Seluruh 

populasi dalam penelitian ini menjadi 

bagian dari sampel penelitian (teknik 

sampel jenuh). Data yang digunakan 

adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 

pelaporan 2011–2018. Data ini didapat 

dari website 

https://bpkad.banyuwangikab.go.id    

Variabel Dependen 

Belanja Modal 

Merupakan penggunaan dana untuk 

mendapatkan aset tetap serta mempunyai 

masa kegunaan > 1 tahun. Besarnya 

belanja modal Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi dapat terlihat pada LRA dari 

tahun 2011-2018. 

Variabel Independen 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pemasukan yang diperoleh dari otoritas 

publik untuk pemerintah daerah dan 

berlandaskan pada peraturan serta 

merupakan kontribusi dari badan atau 

perorangan untuk membiayai pengeluaran 

adalah definisi dari PAD. Perhitungan  

PAD dapat dilakukan dengan cara 

(Prabawati & Wany, 2018): PAD = 

Pendapatan Pajak Daerah + Pendapatan 

dari Retribusi Daerah + Pendapatan dari 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan + PAD lainnya yang sah. 

Dana Alokasi Umum (DAU) 

Pemberian anggaran kepada pemerintah 

daerah oleh pemerintah pusat melalui 

mekanisme alokasi APBN bertujuan untuk 

mengurangi ketidaksamaan kemapuan di 

setiap daerah untuk melaksanakan 

kebijakan desentralisasi. Besarnya alokasi 

DAU Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

dapat dilihat dalam LRA dari tahun 2011-

2018. 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 

DAK merupakan bentuk pendanaan negara 

dalam hal ini adalah APBN yang 

diperuntukkan masing-masing Pemerintah 

Kabupaten/Kota dan bertujuan untuk 

mendanai keperluan khusus daerah 

tertentu dan merupakan kebutuhan yang 

sudah menjadi prioritas nasional 

(Juniawan & Suryantini, 2018). Besarnya 

pengalokasian DAK untuk Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat 

dalam Laporan Realisasi Anggaran 2011-

2018. 

 

https://bpkad.banyuwangikab.go.id/
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TEKNIK ANALISIS DATA 

Uji Asumsi Klasik 
Pengujian menggunakan program SPSS 

16. Sebelum dilakukan regresi, model 

regresi tersebut harus menghasilkan 

persamaan terbaik yang tidak bias. Untuk 

menghasilkan Best Linear Unbiased 

Estimator maka beberapa syarat harus 

terpenuhi antara lain data harus normal, 

tidak terdapat multikolinearitas, tidak 

terdapat autokorelasi, tidak terjadi 

heteroskedastisitas, serta model yang 

dibuktikan harus linier. 

Pengujian Normalitas 
Pengujian normalitas bertujuan untuk 

menguji kenormalan nilai residual yang 

diteliti.  Pengujian normalitas 

menggunakan analisis Kolmogorov – 

Smirnov. Residual dikatakan normal jika 

asymptotic significance > 0,05 (alpha) atau 

nilai kolmogorov – smirnov Z ≤ Z tabel 

(Suliyanto, 2011) 

Pengujian Multikolinearitas 
Pengujian ini bertujuan untuk mencari tahu 

apakah ada hubungan diantara variabel 

independen. Untuk menentukannya 

dengan melihat nilai dari tolerance value 

dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Berikut adalah persamaan VIF (Suliyanto, 

2011):  

VIF = jTOL

1

   dimana   

)1( 2

jRTOL 
 

Keterangan : 

VIF =  variance inflation factor 

TOL = tolerance 
2

jR
 = koefisien determinasi dari regresi 

antara jX
dengan remaining   regressor 

Kriteria pengujian  Variance Inflation 

Factor yaitu jika  :  

a) VIF > 10 maka menandakan adanya  

multikolinearitas 

b) VIF <  10 maka  menandakan tidak ada 

multikolinearitas. 

Pengujian Autokolerasi 

Pengujian menggunakan run test. Apabila 

signifikansinya > α (15%) maka tidak ada 

autokorelasi pada persamaan regresi 

(Suliyanto, 2011). 

Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian menggunakan Uji Glejser, jika 

besarnya  probabilitasnya  > nilai   (5%) 

maka tidak ada heteroskedastisitas 

(Suliyanto, 2011). 

Pengujian  Linieritas 

Pengujian apakah model regresi linear atau 

tidak maka kita dapat mengunakan uji 

linearitas. Pengujian linieritas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan melihat 

print out Scatter Plot yang dihasilkan 

software SPSS for Windows. Jika print out 

tidak membentuk suatu pola yang acak 

atau tidak beraturan maka model regresi 

adalah linear (Suliyanto, 2011). 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Persamaan regresi linier berganda: 

Y = a + b1X1+b2X2+b3X3+e 

Keterangan: 

Y  = Belanja Modal 

X1  = PAD 

X2  = DAU 

X3  = DAK 

a   = Konstanta  

b1, b2, b3 =Koefisien Regresi 

e  = residual 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pengujian Normalitas 

Hasil pengujian terletak dalam tabel 1 

berikut: 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

 Standardized Residual 

N 8 

Asymp. Sig 

(2-Tailed) 

0.957 

Sumber: SPSS 16, 2020 (diolah penulis) 

 

Pada diatas, nilai Asymp.Sig (2 –Tailed) 

sebesar 0.957. Apabila nilai 

Signifikansinya > alpha (5%) maka data 

dapat dikatakan normal (Suliyanto, 2011). 

Oleh karena hasil dari pengolahan data 

diperoleh signifikansi 0.957 > 5% 

sehingga data terdistribusi secara normal. 

Uji Multikolinearitas 
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Pengujian Multikolinearitas menggunakan 

tolerance value dan VIF yang dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Colinearity Statistic 

Tolerance VIF 

1 (constant)   

PAD 0.312 3.209 

DAU 0.340 2.938 

DAK 0.433 2.308 

Sumber: SPSS 16, 2020 (diolah penulis) 

 

Pada Tabel 2, nilai VIF < 10 sehingga 

tidak terjadi multikolinearitas. 

Pengujian Autokorelasi 
Hasil pengujian menggunakan Run Test 

dapat dilihat di tabel 3: 

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi 

 Unstandardized 

Residual 

Asymp. Sig (2-

Tailed) 

0.703 

Sumber: SPSS 16, 2020 (diolah penulis) 

 

Nilai signifikansi yang terdapat pada tabel 

3 bernilai 0.703. Nilai signifikansi 0.703 > 

5% maka tidak terjadi autokorelasi. 

Uji Heteroskedastisitas 

Hasil pengujian menggunakan Uji Glejser 

terletak pada tabel 4: 

 
Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model t Sig 

1 (Constant) 0.629 0.564 

PAD 0.747 0.496 

DAU -0.205 0.848 

DAK -1.125 0.324 

Sumber: SPSS 16, 2020 (diolah penulis) 

 

Pada Tabel 4, nilai signifikansi masing-

masing variabel adalah > 5% sehingga 

berdasarkan hasil yang tertera pada tabel 4 

dapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Uji Linearitas 

Hasil Uji Linearitas dengan menggunakan 

melihat print out Scatter Plot hasil 

pengolahan menggunakan software SPSS 

for Windows sebagai berikut: 

 
Gambar 2. Scatterplot Standardized 

Residual 

 

Pola Scatterplot dari output software SPSS 

16 menunjukkan plot tidak membentuk 

suatu pola tertentu (acak) atau dengan kata 

lain model regresi berbentuk linear. 

ANALISIS REGRESI LINEAR 

BERGANDA 

Analisis regresi menggunakan program 

SPSS. Hasil dari nilai kofisien regresi 

variabel-variabel independen terdapat di 

tabel 7: 

 
Tabel 5. Hasil Perhitungan Koefisien 

Regresi Linear Berganda 

Variabel Koefisien Regresi 

Konstanta -6.760E11 

PAD -0.971 

DAU 1.210 

DAK 0.502 

R 0.921 

R
2
 0.848 

Adjusted R
2
 0.734 

Sumber: SPSS 16, 2020 (diolah penulis) 

 

Berdasarkan diatas, maka persamaan 

regresi nya adalah berikut ini: 

Y = -6.760E11-0.971X1+ 1.210X2 +0.502 

X3  

Dari persamaan pada halaman sebelumnya 

menunjukkan bahwa konstanta pada model 

regresi bernilai -6.760E11 berarti bahwa 

belanja modal Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi akan bernilai – 6.760E11 
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persen jika variabel PAD, DAU, dan DAK 

bernilai nol. Nilai koefisien regresi untuk 

PAD (X1) dengan tanda koefeisien 

regresinya negatif. Hal ini menunjukkan 

PAD memberikan suatu pengaruh yang 

bersifat negatif pada belanja modal. 

Berdasarkan hasil pengujian memberikan 

gambaran semakin tinggi pendapatan 

daerah yang berasal dari PAD maka akan 

semakin memiliki pengaruh pada 

rendahnya belanja modal di Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan untuk 

koefisien regresi variabel DAU sebesar 

1.210 serta memiliki tanda koefisien 

regresi positif. Hal tersebut menunjukkan 

variabel DAU memiliki pengaruh positif 

pada belanja modal. Artinya jika DAU 

mengalami peningkatan maka belanja 

modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

akan meningkat. Nilai koefisien regresi 

untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah 

0.502 dan memiliki tanda koefisien regresi 

positif. Berdasarkan hasil tersebut maka 

DAK memiliki pengaruh positif pada 

belanja modal. Intepretasi dari bentuk 

Regresi Linear Berganda meliputi 

beberapa hal yaitu: 

Adjusted R Square 

Nilai koefisien regresi yang berada di tabel 

nomor 7 menunjukkan nilai Adjusted R 

Square sebesar 73,4%. Oleh karena itu 

variabel belanja modal Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi dapat diterangkan 

oleh variabel PAD, DAU, dan DAK. 

Sedangkan 26,6 % atau 0.26 diterangkan 

oleh beberapa variabel diluar penelitian 

ini. 

Uji Hipotesis 
Hasil perhitungan uji hipotesis dapat 

dilihat di tabel 8.  

Tabel 6. Uji Hipotesis 

Model t Signifikansi 

1 (Constant) -1796 0.147 

PAD -2.103 0.103 

DAU 3.140 0.035 

DAK 1.652 0.174 

Sumber: SPSS 16, 2020 (diolah penulis) 

 

 

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh PAD (Pendapatan Asli 

Daerah) Terhadap Belanja Modal 

Nilai signifikansi PAD untuk Belanja 

modal adalah sebesar 0.103. Angka ini > 

5%. Oleh karena itu berdasarkan data yang 

diperoleh maka PAD tidak mempunyai 

pengaruh atas belanja modal, dengan hasil 

ini maka, H1 ditolak. Hasil penelitian ini 

sama seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Panetir Bungkes, Nardisyah, (2016) 

dan Rusmita, (2016). Dalam Agency 

Theory, hubungan keagenan antara 

pemerintah daerah dengan masyakarat 

dapat terlihat dari kesanggupan pemerintah 

daerah serta tanggungjawabnya untuk 

melayani publik khususnya masyarakat 

dalam upaya untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat melalui 

pengalokasian belanja modal. Bentuk dari 

belanja modal dapat berupa penyediaan 

fasilitas-fasilitas yang sudah dianggarkan 

dan tertuang dianggaran belanja modal. 

Berdasarkan data yang tercantum di 

Laporan Realisasi Anggaran periode 2011 

sampai dengan 2018, anggaran Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Banyuwangi mengalami peningkatan. 

Begitu juga dengan anggaran belanja 

modal. Namun sejak tahun 2016 sampai 

dengan tahun 2018 anggaran anggaran 

untuk belanja modal mengalami 

penurunan. Anggaran belanja modal di 

Kabupaten Banyuwangi besarnya adalah 

<50% dari total anggaran belanja daerah. 

Di tahun 2018 anggaran belanja modal 

berbanding dengan total belanja daerah 

justru mengalami penurunan sebesar 13% 

dari tahun 2017 (30,9%). Tingginya PAD 

belum tentu memiliki belanja modal yang 

tinggi. Salah satu penyebabnya adalah 

mayoritas pendapatan yang diterima oleh 

pemerintah daerah digunakan untuk 

keperluan pembiayaan lain seperti 

kegiatan operasional & belanja 

pegawainya (Adyatma & Oktaviani, 

2015). Beberapa jenis belanja daerah di 

Kabupaten banyuwangi antara lain belanja 

tidak langsung, belanja pegawai, belanja 

hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi 
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hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan 

pemerintah desa, belanja tidak terduga, 

belanja langsung. Beberapa jenis belanja 

daerah ini digunakan untuk menunjang 

pemberian pelayanan kepada masyarakat 

selaku sebagai prinsipal. Berdasarkan data 

realisasi PAD Kabupaten Banyuwangi 

sejak 2011 sampai 2018 mengalami 

kondisi yang fluktuatif dalam hal realisasi 

pendapatan asli daerah namun meningkat 

secara signifikan pada tahun 2014. Tahun 

2011 prosentase anggaran PAD dengan 

realisasi sebesar 106,8%, tahun 2012 

sebesar 105%, tahun 2013 sebesar 106,2%, 

2014 sebesar 125,9%, 2015 sebesar 

114,2%, 2016 sebesar 104,2%, 2017 

sebesar 85,5%, 2018 sebesar 71,5%. 

Tahun 2017 & 2018 menunjukkan 

kurangnya penerimaan daerah dari potensi 

yang dimiliki daerah tersebut. Seharusnya 

peningkatan penerimaan PAD dapat lebih 

ditingkatkan kembali melalui upaya 

peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat 

dengan menggali potensi yang dimiliki 

oleh daerah tersebut. Sedangkan untuk 

realisasi belanja modal dari tahun 2011 

hingga tahun 2018 tidak mencapai 100%, 

prosentase realiasasi tertinggi untuk 

belanja modal hanya terjadi di tahun 2012 

sejumlah 90,2% dan terendah pada tahun 

2018 sejumlah 71,46%. Dengan prosentase 

realisasi belanja modal yang tidak 

mencapai 100% menunjukkan bahwa 

kurang efektifnya pemanfaatan alokasi 

belanja modal untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. Sebagian 

besar pengeluaran pemerintah pada 

umumnya digunakan untuk tujuan lainnya 

dibandingkan digunakan untuk 

meningkatkan produktivitas yang dapat 

mendukung program dan tujuan 

pemerintah pemerintah dalam memberikan 

layaan kepada publik (Erauskin & 

Turnovsky, 2020). Panetir Bungkes, 

Nardisyah, (2016) dan Rusmita, (2016) 

menghasilkan juga menghasilkan 

kesimpulan penelitian yang sama.  

 

Pengaruh Dana Alokasi Umum 

Terhadap Belanja Modal 

Angka signifikansi DAU atas belanja 

modal sebesar 0.035. Angka ini < 5%. 

Sehingga DAU berpengaruh pada belanja 

modal. Dalam Agency Theory, 

pendelegaisan wewenang pembuatan 

keputusan kepada agen dari prinsipal 

untuk melakukan beberapa kegiatan yang 

berkaitan dengan kepentingan mereka 

(Adyatma & Oktaviani, 2015). 

Berdasarkan data Laporan Realisasi 

Anggaran 2011 sampai dengan 2018, 

DAU yang didapatkan Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi dari Pemerintah 

Pusat bertujuan untuk membantu keuangan 

pemerintah daerah demi terlaksananya 

desentralisasi dengan mengalokasikan 

belanja modalnya. Tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2016 anggaran Dana Alokasi 

Umum (DAU) di Kabupaten Banyuwangi 

mengalami peningkatan, namun tahun 

2017 & tahun 2018 terjadi penurunan 

anggaran.  

Tahun 2011 DAU mencapai Rp 

815.156.284.000, Tahun 2012 sebesar 

Rp1.030.217.037.000, tahun 2013 

mencapai Rp1.154.495.171.000, tahun 

2014 mencapai Rp1.254.496.229.000, 

tahun 2015 mencapai 

Rp1.288.940.680.000, tahun 2016 

mencapai Rp1.400.384.500.000, tahun 

2017 mencapai Rp1.375.784.247.000, 

tahun 2018 sebesar Rp1.375.784.247.000. 

Keberadaan DAU dari pemerintah pusat 

sangat diperlukan pemerintah daerah untuk 

kepentingan pemberian pelayanan kepada 

masyarakat agar lebih baik terutama dalam 

peningkatan fasilitas publik serta fasilitas 

infrastruktur untuk menunjang 

pembanguan daerah. Meningkatnya DAU 

yang diperoleh maka akan berdampak 

kepada semakin meningkatnya alokasi 

pemerintah daerah untuk belanja modalnya 

(Prabawati & Wany, 2018). Hal ini terlihat 

dari adanya peningkatan anggaran belanja 

modal untuk tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2016 tetapi DAU cenderung 

menurun pada tahun 2017-2018. Tahun 
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2011 anggaran belanja modal sebesar Rp 

322. 301.313.850, tahun 2012 sebesar Rp 

394.184.796.453, tahun 2013 sebesar 

Rp474.784.457.818, tahun 2014 sebesar 

Rp648.519.714.340, tahun 2015 sebesar     

Rp 808.236.823.526, tahun 2016 sebesar 

Rp1.001.136.525.530, tahun 2017 sebesar 

Rp 809.457.377.748, dan tahun 2018 

sebesar Rp544.412.189.746. Kebutuhan 

Dana Alokasi Umum oleh suatu daerah di 

beberapa tingkatan pemerintahan  

ditentukan oleh kebutuhan fiskal masing-

masing tingkatan pemerintahan daerah 

atau dengan kata lain tujuan dari DAU 

adalah untuk mengantisipasi adanya 

kondisi dimana kebutuhan daerah melebihi 

potensi jumlah penerimaan yang ada 

didaerah tersebut (Adyatma & Oktaviani, 

2015). Hairiyah et al., (2017) juga 

menghasilkan kesimpulan yang sama. 

Pengaruh Dana Alokasi Khusus 

Terhadap Belanja Modal 
Angka signifikansi DAK terhadap belanja 

modal sebesar 0.174. Angka ini > 5%. 

Sehingga DAK tidak mempunyai 

pengaruh pada Belanja Modal. Dalam 

Agency Theory, agen diminta oleh 

prinsipal untuk melakukan aktivitas atau 

tindakan yang berkaitan dengan 

kepentingan prinsipal melalui 

pendelegasian wewenang pengambilan 

keputusan kepada agen  (Adyatma & 

Oktaviani, 2015). DAK yang didapatkan 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dari 

Pemerintah Pusat berdasarkan data 

Laporan Realisasi Anggaran periode tahun 

2011 sampai dengan tahun 2018, realisasi 

penggunaan anggaran anggaran DAK 

mengalami penurunan sejak tahun 2015. 

Tahun 2011 sampai dengan 2013 

prosentasi anggaran dengan realisasi 

mencapai 100% namun tahun 2014 

realisasi hanya 75% dari total anggaran 

sebesar Rp 64.053.640.000 atau hanya 

Rp48.040.230.000 DAK yang terealisasi di 

tahun 2014, tahun 2015 dari anggaran 

sebesar Rp 141.830.300.000 hanya 

terealisasi sebesar Rp 126.464.240.000 

atau hanya 89,17% saja, tahun 2016 

anggaran DAK mencapai Rp 

663.155.797.900 namun hanya 

Rp357.337.495.217 atau hanya 53,88% 

saja, tahun 2017 anggaran DAK mencapai 

Rp400.488.612.000 sedangkan 

realisasinya hanya sebesar Rp 

344.849.911.663 atau 86,11%, dan 

anggaran DAK di tahun 2018 mencapai 

Rp 442.593.443.000 dan realisasinya 

hampir 100% atau sekitar 95,74% 

(Rp423.717.990.705). Penggunaan DAK 

pada tahun 2014 sampai dengan tahun 

2018 realisasi DAK tidak mencapai 100% 

selain itu kebutuhan untuk belanja modal 

pemerintah kabupaten sebagian besar 

sudah dipenuhi dengan menggunakan 

DAU dan hal ini dapat dilihat dari 

terealisasinya anggaran yang sudah 

ditetapkan di setiap tahunnya (Asnawi & 

Ulan, 2018). Yusuf, (2016) dalam 

penelitiannya menyimpulkan hasil yang 

sama bahwa belanja modal tidak 

dipengaruhi oleh DAK. 

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan 

maka dapat disimpulkan bahwa belanja 

modal tidak dipengaruhi oleh PAD dan 

DAK.  Sedangkan untuk Dana alokasi 

yang bersifat umum mempunyai pengaruh 

pada Belanja Modal di Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi. Hasil peneitian 

ini menunjukkan bahwa pemberian 

pelayanan kepada masyarakat dalam 

bentuk penggunaan belanja modal masih 

membutuhkan bantuan dari pemerintah 

pusat yang di kemas dalam bentuk 

pemberian DAU. Oleh karena itu 

hubungan keagenan yang baik harus 

terjaga antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah demi kelancaran proses 

desentraliasi berdasarkan asas otonomi 

daerah. Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi harus lebih mendorong 

peningkatan penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah dengan menggerakan 

perekonomian yang berada di daerahnya 

dengan memanfaatkan kemampuan yang 

dimiliki salah satunya adalah natural 

capital. Pemanfaatan natural capital 

dengan tetap memperhatikan lingkungan 
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(Zasada et al., 2018). Dengan demikian 

peningkatan pelayanan kepada publik 

dapat tercapai tanpa bergantung kepada 

bantuan dari pemerintah pusat. 

Keterbatasan Penelitian dan 

Rekomendasi Penelitian Berikutnya 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan 

karena hanya meneliti di satu objek saja 

dengan rentang waktu atau periode selama 

8 tahun sehingga untuk topik penelitian 

selanjutnya dapat meneliti ruang lingkup 

yang lebih luas dan lebih lama rentang 

waktu objek yang diteliti. Selain itu masih 

terdapat 26,6 % variabel lainnya yang 

dapat diteliti oleh penelitian selanjutnya.  
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